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BAB I
PERDARULUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya
Kekuasaan kehakiman yang dimakesud oleh Undang-

undang Dasar 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka, arti-
nya kekuasaan yang terlepas dari campur tangan pemerintah
dan pengaruh kekuasaan lainnya, dl dalam memjalankan
tugas umbuk menegakkam keadilan berdasarkan hukum negara
Republik Indonesiae.

Kekuasaan kehakiman yang melasksanakan peradilan
dilakukan oleh ''sebuah Mahkamah Agung dan Badan-badan
Kehakiman menurut undang-undang, Sedang susunan dan ke-
kuasaan Badan-badan Kehakiman diatur dengan undang-
undang".l

Untuk melaksanakan ketentuan di atas telah diun-
dangkan Undang-undang nomor 14 tahun 1670 pada tanggal
17 Desember 1970, tentang Ketentuan-kstentuam Pokok He-
kuasaan kehakinan, Penyelenggara dari Kekussaan kehakiman
dilakukan oleh peradilan-peradilan negara dalam linskung-
an peradilerx wmum, peradilan agama, peradilan militer,
peradilan tata usaha negara, yang mempunyal tugas pokok
msnerina, memeriksa dan memutus setiap perkara yang di-
ajJukan kepadanya.

Peradilan ini merupakan badan peradilan tingkat
pertama dam banding, Mahkamah Agung merupaekan peradilan
tingkat akhir/kasasi bagl putusan badarn-badan peradilan
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di tingkat bawahnya,

Dl samping 4 (empat) macam peradllan yang mempu~
nyal kekuasaan mengadili berdasar Undang-undang nomor 14
tahun 1970, masih terdapat beberapa badan peradilan yang
mempunyal kewenangan mengadill perkara khusus. Salah satu
di antaranya adalak Panitia Penyelesalan Perselisihan
Perburuhan, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang no-
mor 22 talhun 1957 (Lembaran Wegara 1957 nomor 42), Pani-
tia Penyelesaian Perselisilian. Perburuhan ini mempunyai
kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa/
perselisihan perburuban,

Apablla ditinjaundari ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1964 ten-
tang Pemutusan Hubungam Kerja DL Perusahaan Swasta,Pani-
tia Penyelesalan Perselisihan Perburuhan merupaksn lem-
baga administrasi negara yang merupakan bagian dari
pemerintak (eksekutif), untuk mengurus pemutusan hubungan
kerja di perusalman swasta, Bila pemutusan dilskukan oleh
pengusaha baik pemutusan hubungan kerja perseorangan atau
pemuiusan liubungan korja secara hesar-besaran, harus
minta 1jim pada Panitia Penyelesalan Perselisihan Perbu=
ruhan, Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan berfungsi sebagai lembaga pemutus
yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman,

Dalam melaksanakan tugas memutus sengketa/perse-

lisihan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang nomor
22 tahun 1957, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perbu-

Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN EMANUEL SUJATMOKO
DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

>

ruhan terdiri dari wakil-wakil pemerintah, kalangan bu-
rub, dan kalangan majikan. Sehingga bila ditinjaw dari
sistem penyelenggaraan peradilan di Indonesia menimbulkan
permasalahan ;

a. apabila ditinjaw dari hubungan hukum yang bersum-
ber pada perjanjian perburuhan dan perjanjian
kerja, maka hubungan kerja ini dikuasai d;n tun-
duk pada hukum privat (perdata), demikian juga
halnya hukkum acaranya diatur oleh HIR, tetapi pe-
nyelesalam perselisihan perburuhan diatur undang-
undang tersendiri yang dilaksanakan oleh lembaga
pemutus yang tersendiri pula;

b. dengan dasar pasal 10 undang-undang nomor 14 tahun
1970, bagaimanakah eksistensi Panitia Penyelesalan
Perselisihan Perburuhan dalam lingkungan peradilan
yang ada dan menurut sistem peradilan dii Indonesia,

2. Penjelasan judul

Suatu aspek hukum perburuhan yang menyangkut pe-
nyelesalan perselisihan perburuhan berdasar ketentuan
Undang-undang nomor 22 tahun 1957, pelaksanaannya dilaku-
kan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasl yang
dilaksanakan Panltia Penyelesaian Perselisihan Perbu-
ruban,

Dimaksud dengan Panitia Penyelesaiam adalah
"suatu penitia yeng terdiri dari wakil-wakil pemerintah,
golongan majikan, dan golongan buruh yang diangkat dan

ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
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yang mempunyal tugas menyelesaikan perselisihan perbu=-
rubsn di daerad wewemang masing-masing",? sedangkan yang
dimaksud Perselisiham Perburuhan adalah "pertentangan
antara majikam atau perkumpulam majikan dengan. setikat
buruh atau gabuyngan serikat buruh berhubung dengan tidak
adanya persesualian..paham mengenai hubungaw kerja, syarat-
syarat kerja dan ataw keadaan perburuhan.“.3

Sistem mempunyai pengertlian "sekelompok bagian-
bagian (alat-alat) yang bekerja bersama-sama untuk mela=
kukan sesuatu"”, yang dimaksud bagian-bagian (alat-alat)
adalah badan~badan peradilan sebagaimana dimaksud pasal
10 Undang~-undang nomor 14 tahun 1970 terdiri dari :

a, peradilam umum;

b. peradilan agama;

Ce peradilan militer;

d. peradilanr tata usaha negara,
Dan mahkamah Agung merupakam peradilan tertinggi/kasasi
dalam melaksanakan peradilan di Indonesia,

Kata ‘'"dalam" pada judul skripsi ini merupakan kata
penghubung pengertiam Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuham dengan pengertian Sistem Peradilan M Indoﬁe-
sla. Sehingga dapat memberi pengertlian yang jelas tentang
penulisan sgkripsi ini.

3. Alasan pemilihan judul

Undang~undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang
tertulis hanya memuat .aturan-aturan pokok saja, sedangkan

aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan-aturan pokok
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itu. diserahkam kepada undang-undang,

Beberapa pelaksanaan dari pasal 24 Undang-undang
Dasar 1945 tentang kekuasaan kehakiman dibentuklah anta-
ra lain undang-undang tentang Ketentuan=ketentuan Pokok
Kekuasaan kehakiman (Undang-undang nomor 14 tahun 1970),
Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut adalah
merupakan imdult dan kerangka umum yang meletakam dasar
dan azas serta pedoman untuk menyelenggarskan peradilan
di Inmdonesiae

Adapun; Papitia Penyelesalan Perselisihan Perbu-
ruhan merupakam lembaga pemutus yang dibentuk berdasarkan
undang-undang, untuk menyelesalkam sengketa/perselisihan
perburuhan berdasar ﬂndang-uﬁdang nomor 22 tahun 1957,
Panitia Penyelesaiem Perselisihan Perburuhan merupakam
badan yang mempunyai wewenang memeriksa dan memutus
sengketa/perselisihan perburuhan, di lain pihak Panitia
iod mempunyai tugas yang berada di bawah Menterli Tenaga
Kerja dan Tramgmigrasi,

Dalam melaksanakan tugas eksekutif Panitia Penye-
lesaiam Perselisihan Perburuhanm telah diberi wewenang
berdasarkan Undang=-undang nomor 12 tahun 1964 (Lembaran
Negara 1964 momor 93), tentang Pemutusan Bubungan Kerja
di Perusahaan swasta.

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dalam
melaksanakan tugasnya sebagal lembaga pemutus sengketa/
perselisihan perburuban yamg seharuenya dilskukan oleh

badan peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan peme=-
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rintah maupus pengaruh lembaga-lembaga lainnya,

Pamitia Penyelesalan Perselisihan Perbyruhan
dalamimelaksanakan fungsi peradilan, ada beberapa perma-
salabhan yang perlu dibahas sehubungan telahk diundangkan-
nya Undang-undang nomor 14 tahum 1970, menetapkan Keten-
tuan-ketentuan Poltok Kekuasaam kehakiman yang dilaksanakan
oleh empat macam peradilam sebagaimama dimaksud pasal 10
ayat 1 Undang-undang nomor 14 tahua 1970,

Dari uraian di atas saya mencoba membahas Panltia
Penyelesaian Perselisihanm Perburuhan sebagal lembaga yang
mempunyai wewenang memutus sengketa/perselisiham perbu~
ruban dalam sistem peradilam di Imdonesia.

4o Tujuam penulisan

. Sebagal seorang mahasiswa Fakultas Bukum saya di-
wajibkan untuk membuat karya ilmiah yang berupa skripsi,
untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana dalam
bidang ilmu hukum,

Karya ilmiah/skripsi ini merupakan sebuah sumbang-
an pemikiran dalam pembangunan hukum nasional, khususnya
tentang peradilan yang banyak menyangkut masalah kehidup-
an rakyat kecil (buruh),

5. Metodologi
5.1. Sumber data,

Sumber data guna penulissm skripsi ini dapat dike-
mukakan : .
a. data kepustakaan;
b. data lapangam.
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Data kepustakaam, diperoleh dari usaha mengumpule-
kan bahan«bahan bacaanm yang berupa majalah, dbuku-buknu
ilmu pengetahuanm dan bahan-bahan laim yang ada hubungan-
nya dengam penulisanm skripsi ini.

Data lapangan diperoleh dari survey (wawancara)
dengan instansi yang ada hubungannya dengan lembaga pemu-
tus perselisihan perburuhan,

5.2+ Prosedur pengumpulan data.

Untuk pengumpulan data dalam penulisam ipni diada-
kan pengolaham data/bahan kepustakaan dan bahan dari ins-
tansi yamg ada hubungannya dengam Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuham, yang berupa hasil intervew,

5¢3¢ Analipa data.

Metode yang digunakan untult menganalisa data dalam
penulisar skripsi ini, metode pembahasan historis dan
metode pembahasan diskriptis analltis,

Dengan historis dimsksud mengemukakan Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan berdasar sejarah
berdirinys menurut undang-undang,.

Dimaksud diskriptif adalah memaparkan Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dalam keadaan seka-
rang berdasarkan peraturam perundang-undangan, kemudian
menganaliga tentang kemungkinam eksistensi Panitia
Penyelesalan Perselisihan Perburubhan di masa akan datang.
6. Sistematika dar pertanggungjawabannya

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai
berikut:
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Pada bab I merupakam pendahuluan penulisarm skripsi
ini, menguraikam latar belakang masalak dan perumucan
nasalah dengan menguraikan tentang kekuasaan kehakimen
menurut ketentuan Undang-undang Dasar 1945,, serta penye-
lenggaraannya dalam lingkungan peradilan. Dan Panitia
Penyelesaiam Perselislhan Perburuhan yang juga merupakan
lembaga pemutus perselisihan perburuhan yang berada di
bawah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

Selanjutnya dikemukakan mengenai penjelasan judul
yang menguraikam pengertian judul skripsi ini sehingga
bisa memberikan pengertian yang dapat memperjelas judul
skripsi ini,

Dalam alasan pemilihan judul diuraikan tentang
kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang nomor 14 tahun
1970, yang diselenggarakan oleh empat macam peradilan
(menurut ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-undang nomor
14 tahun 1970) dan Mahkemah Agung sebagai badan peradilan
tertinggi yang merupakan peradilan tingkat ekhir/kasaei.
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagai
lembaga pemutus perselisiham perburuhan yang melaksanakan
tugas kekuasaan kehakiman, berada di Jmmr ketentuan pasal
10 ayat 1 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 yang masih
menimbulkan permasalahan., Kemudian pada pendahuluan
skripsi ini dimasukkan tujuan penulisan karya ilmiah/
skripsi, '

Darl tujuan pemulisan, selanjutnya pendahuluan ini
dilengkapi dengan metodelogl yang membahas sumber data,
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prosedur pengumpulan data, analisa data guna pembahasan,
dan pada akhir bab ini diuraiken mengenal sistematika
dalam penyusunan skripsi ini,

Bab Il.membahas Panitia Penyelesaian Perselisih-
an Perburuhan yang merupakan uraiam tinjauan historis
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berdirie-
nya Panitia Penyelesaian Perselisiham Perburuhan, Kemu-
dian tinjauan historis ini mengantarkan pada penulisan
selanjutnya tentang Panitia Penyelesaian Persslisihan
Perburuhan sebagal badan peradilam yang mempunyai wewe-
nang memutus sengketa/perselisiham perburuhan, Selanjut-
nya penutup bab II, membahas Panitia Penyelesaian
Perselisihan Pérburuham sebagali lembaga pemutus, bagai-
mana cara.lembaga ini melaksanakan proses mengadili dan
bagaimana putusam panitia ini dijalankan,

Bab III membahas sistem peradilan di Indonesia,
mengemukakan organisasi peradilan menurut Undang-undang
nomor 14 tahun 1970, status dan kedudukkan Panitia Penye-
lesaian Perselisiham Perburuhan dalam sistem peradilan
di Indonesia yang menuju pada kemungkinan eksistensi
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di masa
mendatang.

Bagian akhir skripsi ini adalah bab IV yang me-
rupakan kesimpulam dam saran, berisi beberapa kesimpulan
dari keseluruhan pembahasan serta beberapa saran yang
diajukan sebagal sumbangan pemikiram dalam rangka pemba-

haruan hukum nasional,
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1Pasal 2Lk, Undamg-undang Dasar 1945,

2Pasal 5 dam pasal 12, jo. pasal 7,8 dan pasal 13,
Undang-undang nomor 22 tahum 1957,

3Ibid,, pasal 1 ayat lc.

“w.J.s. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indo-
negia, cet V, Balai Pustaka, Jakarta, s De 900,
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BAB II .
PANITIA PENYELESATAN PERSELISIFAN PERBURUHAN

1, Pirjavan Historls tentang Peraturan Perundang-undangan
yang Menyangkut Panitia Penyelesaiam Perselisiham

Perburuhan
Seperti telah dikemukakan pada Bab Pendahuluan,

bahwa untuk membahas digunakan metode historis yang

mengungkapkan sejarah adanya lembaga pemutus dalam perse-
1iselhan perburuham,

Secara kronologis historis lahirnya Panitia Penye-
lesalan Perselisiham Perburubhan pertama kali adalah dida-
sarkan pada Staatsblad tahun 1923 nomor 80, tentamg Rege-
ling van de Verzoeningsraad voor de Spoor-en Tramwegen
op Java em Madura, Pada waktu itu pemerintah Hindia Be-
landa telah membemtuk "Dewam Pendamai', yang merupaksn
akibat pemogokam buruh kereta api di Jawa dan Madura,

Staatsblad tahum 1923 nomor 80, secara berturut-
turut diganti dengam Staatsblad tahum 1926 nomor 224,
kemudiam diganti dengen Staatsblad tahun 1937 nomor 31,
dan Staatsblad 1937 nomor 624 tentang Regeling van de
Verzoerdrgeraad voor de spoor em tramwegen in Indonesia.
Staatsblad indi memberlakukan Dewan Pendamai yang semula
hanya berlakw di Jawa dan Madura diubah untuk diberlakukan
seluruh Imdonesia,

Berdasarkan Staatsblad tahun 1937 nomor 624, maka
susunan keanggotaan "Dewan Pendamai® terdiri dari :

11
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seorang ketua yang diangkat oleh Gubernmur Jemderal,
wakll-wakil ketua '"Dewan Pendamai® ini terdiri dari
orang-orang yang berada di luar perusahaan kereta api.

Anggota dari "Dewam Pendamai" terdiri dari enam
orang ditunjuk oleh kepala jawatan kereta api, enam orang
mewakili dewam Pengurus perusahaan Kereta Apli di Indomesia,
dua orang mewakili persatuan pegawal sarjana pada jawatan
tersebut, enam orang mewakili spoorbond, dua orang wakil
dari Roomsch Kath#lieke Bond van Spoor-en Tramwegem in
Nederlamds-Indi8, dua orang mewakilli buruh kereta api
bagl golongam Bumiputra.

"Dewan Pendamai® mehpunyai tugas sebagal perantara
jika di perusahaam kereta api dan trem terjadi atau. akan
terjadi perselisiham perburuhan,

Ketentuam yang terdapat pada staatsblad tahun 1937
nomor 31, staatsblad tahum 1937 nomor 624, masih tetap
berlaku sampali pada saat Indonesia Merdeka, Barw pada
tanggal 20 Oktober 1950, Menterl Perburuhan telah menge-
luarkan sebuah Instruksi nomor PBU 1022-45/U,4091 tentang
Cara Penyelesaian Perselisiham Perburuhan., Dengan dike-
luarkannya peraturam Menteri Perburuhan ipi secara yuridis
sudak tidak diberlakukan lagi staatsblad 1937 nomor 31 .
dan nomor 624 sejak tanggal 20 Oktober 1950, Instruksi
Menteri Perburubam tersebut menentukan bahwa :

perselisihan yang bersifat individual antar buruh dan
majikan tentang soal-soal yang diatur dalam undang-
undang dan peraturan-peraturan perburuhan yang tidak

berakibat pemogokan diselesaikgn‘oleh.kantor daerah
jawatam pengurusan perburuhan,
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Dari ketentuam di atas terlihat suatuw kemajuan di bidang
penyelesaian perselisihan perburuhan, pada jaman Hindia
Belanda penyelesalanm perselisihan perbyruban hanya di
bidang perkereta apian saja. Dengam instruksi Menteri
Perburybam nomor PBEU 1022-45/U.4091, penyelesaian perse-
lisihan perburuham telah diperluas yang meliputi segala
bidang yang menyangkut masalah perburuhan di Indonesia,

Penyelesaian perselisihan perburuhan yang berdasar
pada Instruksi Menteri Perburuhan nomor PBU 1022-45/U
4091 adalah sebagai berikut : ",.,. penyelesalan perse-
lisihan yang bersifat perantaraan (mediation) atau per-
damaiam (comeiliatiom) dam jika dikehendaki oleh pihak-
pikak yang berselisih, mengadakam pemisahan (arbritra-
tiom)".6 Penyelesaiar perselisiham secara suka rela tidak
dapat mengatasi perselisiham pada saat itu. yang lebih
bersifat politis daripada bersifat ekonomis,

Berdasarkan Undang-undang Keadaan Perang dan daru=
rat Perang, maka kekuasaan militer pusat dengan persetu-
juan dewan menteri menetapkan peraturan tentang penyele-
saian perselisihan perburuhan, dalam bentuk peraturan
kekuasaan militer nomor 1 tahun 1951, Peraturan ini seba-
gal pengganti Instruksi Menterli Perburuhan nomor PBU
1022-45/7,4091, mulai sejak ditetapkan pada tanggal 13
Pebruaru. 1951,

Peraturam kekuasaan militer ini mengatur larangan
mogok di perusahaan vital, dan peraturan penyelesaian
pertikaian perburuhan yang berbentuk sebuah panitia yang
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susunan keanggotaamnya terdird dari :

Menteri Perburuhan sebagai ketua;

Menteri Perhubunganm;

Menterl Keuangan;

Menteri Pekerjaam Umum, sebagal anggota tetap.

Peraturam kekuasaan mlliter ini masih dirasakan ada keku-
rangamya dalam menyelesaikam perselisiham perburuhan
pada saat itu, yang kemudianm peraturan ini diganti dengan
sebuak undang-undang yang ditetapkam/diundangkan pada
tanggal 17 September 1951 adalah Undang-undang Darurat
nomor 16 tahun 1951, tentang Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan,

Undang-undang darurat ini sering mendapat kecaman
dari pihak buruh karena dipgndang sebagal peraturam penge-
kangan hak mogok bagi buruh sebab :

1. pihak yang hendak melakukan findakan terhadap
pihak lainnya harus memberl tahukan maksudnya itu
dengan surat kepada Panitia Daerah, Tindakan itu
baru boleh dilakukan secepat~-cepatnya tiga minggu
sesudah pemberitahuan itu diterima oleh Panitia
Daerah, Pelanggaran atas ketentuan ini diancam
dengan pidanag

2. putusan Panitia Pusat yang bersifat mengikat
harus ditaati, Pelangggran atas ketentuan ini juga
diancam dengan pidana.

Ketentuan~ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang
Darurat nomor 16 tahurm 1951, tidak memungkinken para
burukh menekan atau memaksakan kehendaknya dengan cara
pemogokan,

Dari kecaman-kecaman di atas mendorong dicabutnya

Undang=undang Darurat nomor 16 tahun 1951, diganti dengan
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Umdang~undang nomor 22 tahun 1957 (lembaran Negara tahun
1957 nomor L42) tentang Penyelesaian Perselisihan Perbu-
ruhan, yang berleku mulal sejak 1 Juni 1958 sampai
sekarang ini,

2. Panitia Penyelesaiam Perselisihan Perburuhan sebagai

Bgdan Peradilan

Kokuasaan yudikatip atau kekuasaan negara dalam

bidang kehakiman, yang berfungsi untuk mengawasl dan
mempertahankan hukum yang telah ditetapkan dan diberla-
kukan olelr negara.

Namun beberapa sarjana di berbagai negara belum
mendapatkan kesatuan dalam mendifinisikan "peradilan™ yang
dimaksud sebagal lembaga pelaksana kekuasaan yudikatip.
Dari beberapa difinisi yang§ telah dikemukekan para sar-
jana, Rochmad Sumitro mengambil kesimpulan tentang unsur-
unsur yang diperlukan supaya dapat dikatakan adanya badan
peradilan, Unsur-unsur itu adalah :

a, adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengi-
kat umum, yang dapat diterapkan pada suatu per-
soalan;

b, adanya suatu perselisihan yang konkrit;

c. adanya sekurang-kurangnya dua pihak;

d. adanya suatu aparatur pegadilan yang berwenang
nomutuskan perselisihan,

Dari unsur-unsur yang dikemukakan Rochmat Sumitro, mem-
beri istilah "peradilan" dalam arti yang luas, sehlngga
peradilam dapat dilakukar oleh arbiter, atau badan yang
dibentuk berdasarkam undang-undang,

Salah satu. badan peradilam yang dibentuk berdasar-

kan undang-undang di antaranya adalah Panitia Penyele-
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salan Perselisihan Perburuhan, yang mempunyai wewenang
mengadili/memutus perselisihan perburuhan,

Adanya aturam hukum yang abstrak sebagai salah sa-
tu unsur yang dimiliki Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan dalam menjalankan fungsinya sebagai badan.
peradilan telah dipenuhi dengan adanya peraturan perun=
dang-undangan tentang perburuhan, baik yang tertulis
maupun tidak tertulis,

Selanjutnya Panitia Penyelesalan Perselisihan
Perburuhan mempunyai wewenang memutus/menyelesaikan
perselisiham perburuhan yang terjadi dalam praktek dan
perselisihan ini harus diajukan pada Panitia Penyelesai-
an Perselisihan Perburuhan, Untuk memutus perselisihan
perburuhan, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
harus memperhatikan bahwa perselisihan ini terjadi antara
burubk dengarm majikar atau serikat buruh dengan majikan/
gabungan pengusaha,

Adanya aparatur yang berwenang memutus perseli-
sihan perburuhan yang telah diajukan pada Panitia Penye-
lesaian Perselisihan Perburuhan, telah dibentuk aparatur
berdasarkan Undang=undang nomor 22 tahun 1957, p

Dengan telah.dipenuhinya unsur-unsur yang diper-
lukan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan supa-
ya dapat dikatakan sebagal badan peradilan, mska "Panitia"
ini mempunyai wewenang memutus sengketa/perselisihan

perburuhan berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1957
dan Undang=undang nomor 12 tahun 1964,
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3. Panitia Pemyelesaian Perselisihan Perburuhan dalam

keadaan sekarang

"Lembaga peradilan perburuhar sebagai pilar ketiga
dalam hubungan perburuhan Pancasila, menjadi penting
mengingat kenyataannya bahwa kepentingam buruh dan pengu-
saha memang berbeda".9

Peradilan perburuhan yang mempunyal wewenang menye-
lesalkam perselisihan perburuhan, sebagaimana telah di-
kemukakam pada bagian dua bab ini adalah Panitia Penye-
lesaian Perselisihan Perburuhan,

Undang-undang nopor 22 tahun 1957 bagian III1 pasal
12 ayat 1 mengatakan bahwa Panitia Penyelesaian Perseli-
sihan Perburuhan Pusat berkedudukan di Jakarta dan
‘terdiri dari seorang wakil dari Kementeriam Perburuhan
sebagal anggota merangkap ketua. Anggota-anggota terdiri
dari :
seorang wakil dari Kementeriam Perekonomianm;
seorang wakil dari Kementerian Keuangan;
seorang wakil darl Kementerian Pertanian;
lima orang dari kalangam buruh, dan
1lima orang dari kalangan majikan (pengusaha),

Untuk tiap-tiap angg;ta ditunjule seorang anggo¥a pengganti.

Pengangkatanm dan pemberhentian ketua dan anggeta
PLP dilakuken oleh "Dewan Menteri" dengan surat keputus-
an Presiden atas usul Menteri Perburuhan (Menteri Tena-
ga Kerja dan Transmigrasi) dan dalam waktu dua tahun

dapat diangkat lagi. Demikian juga dengan susunan keang=
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gotaan P4D harus mewakili tiga unsur tersebut dimana
unsur pemerintah diwakili pegawai departemen yang terse-
but dalam kepengurusan P4P, wakil dari departemen perbu-
ruham sebagai ketua, Pengangkatan anggota Panitia Penye-
lesalan Perselisihan Perburuhan Daerah dilakukan Menteri
Perburuban dengan masa kerja dua tahun,

Ketentuan pasal 1 ayat lc¢ Undang-undang nomor 22
tahun 1957, (tentang perselisihan perburuhan) membedakan
antara perselisihan hak dan perselisihan kepentingan,

Dengam dihapusnya hakim residensi (Undang-undang
nomor 1 tahun 1957 Lembaram Negara 1957 nomor 9),
perselisihan hak masuk wewenang Pengadilan negeri, yang
juga masuk wewenang Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuban, Namun keduanya ini mempunyai perbedaan yang
po.k.Ok.
1, yang dapat merumtut di muka Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuham hanyalah majikan dan
organisasi burub, tidak juga buruh perseorangan,
sedang di muka Pengadilam negerdi buruh perseorangan
dapat mengajukan tuntutannya,
2. Sanksl putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan adalah semata-mata sanksi perdata,
sedangkan pihak yang tidak tunduk pada putusan
Panitia Penyelesalan Perselisihanm Perburuhan dapat
pula dikenakam sankgl pidana kurungan selama-lama-
nya tiga bulfa denda setinggi-tingginya sepuluh
ribu rupiah.
Perselisiham kepentingan hanya dapat diajukan kepada
Panitia Penyelesalan Perselisihan Perburuhan, tidak
dapat diajukan kepada pengadilan negeri,

Untuk melaksanakan tugasnya sebagal badan peradil-

an yang menyelesaihen perselisihan perburuham, Panitia
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iri dipimpin olebhbtketua "Panitia' yang sekurang-kurang-
nya bersidang satu kali dalam satu minggu,

Sebelum perselisiham ditangani P4D atauP4P secara
yurldis "penyelesaian perselisihan perburuhan dlselesai-
kam antara lain dengam cara musyawarah, perantaraan olsh
pejabat, arbitrasi sukarela (yang dalam praktek tidak
pernak digunskam) baru kemudian P4D atau P4P eees ".11

Tata cara penyelesaiam perselisihan perburuhan,
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan berpedoman
pada "Hukum Acara Perdata (H I R )",wé'epanjang ketentuan
-ketentuaix dalam H I R dapat diterapkam untuk menyelesai-
kan perselisiham perburuhan, Bila hukum acara tersebut
tidak dapat diterapkam untuk menyelesaikan perselisihan,
Panitia menempuh jalan dengan angket.

Keputusam P4LD merupakam keputusan tingkat pertama
yang dalam jangka wektu 14 hari dapat dimintakan banding
pada P4P sebagal peradilam banding dan juga peradilan
tingkat terakhir di lingkungan Panitia Penyelesaiam
Perselisihan Perburuhan, Jika putusan P4D tidek diminta-
kan banding pada P4P, pelaksanaam putusan P4D Harus
dimintakem pada Pengadilam negeri supaya putusan dinyakav
kan dapat dijalankam (fiat eksekusi) dan selanjutnya
dilaksanakanm menurut aturan yang biasa untuk menjalankan
suatu. keputusan perdata., Demikian juga untuk menjalankan
putusan P4P dapat dijalankan dan mempunyai daye mengikat
terhadap mereka yang berselisih,
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8Rochmat Soemitro, Peradilam Administrasi dalam
gukgg Pajak di Indonesia, cet.IV, Eresco, Bandung, 1976,
ne 79,
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BAB I1I
SISTEM PERADILAE DI INDONESIA

1. Organisasi Peradilam menurut Undang-undang nomor 14
tahun 1970

Dalam suatu negara yang berdasar atas hukum,
dibuktikan adanya pengakuam dan perlindungan hak-hak
asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang po-
1litik, hukum, ekonomi, dan pendidikan,

Untuk mewujutkan adanya perlindungan hak asasi
manusia dalam bidang hukum perlu adanya peradilan yang
bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sunatw
kekuasaan/kekuatam lainnya,

Penjelasan Bndang-undang Dasar 1945 yang merupakan
penjelasan autkhentik menurut hukum tata negara Republik
Indonesia, menyatakam "negara Indonesia berdasar atas
hukum'(rochmstaaé) tidak berdasar atas kekuasaan belaka
(machtsstaag)".

Dalam membentuk negara hukum Republik Indonesia,
dibentuklah badam peradilam yang merdeka/bebas berdasar
pada Bab IX pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 yang berbu=-
nyl sebagal berikut :

Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945

"Kekuasaan kehakiman dilakukan olek sebuah Mahkamah Agung
dan lain-lain Badan kehakiman menurut undang-undang”.
Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945

"Susunan dan kekuasaan Badan-badam kehakimam itu diatur

21
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dengan undang-undang".

Pasal 24 Undang-undang Dasar tersebut di atas hanya me-
ngatur tentang kekuasaan kehakiman terbatas hanya hal-
hal yang pokok saja dan untuk pengaturan selanjutnya akan
diserabkan/diperinci jelas dalam undang-undang pelaksa-
na dari ketentuan Undang-undang Dasar 1945.

Sebagal penjelmaan atau pelaksanaan dari pada
pasal 24 Undang-undang Hasar 1945, maka diundangkanlah
undang-undang nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan
Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung,
undang-undang nomor 1 tahun 1950ntentang Susunan Kekuasa-
an dan Jalannya Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia,
undang-undang nomor 14 tahum 1970 tentang Ketentuan-
ketentuam Pokok Kekuasaan kehakiman, Yang mengatur ten-
tang sistem peradilam di Indonesia,

Pasal 1 Undang-undang nomor 14 tahun 1970
WKekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarskan peradilan guna menegakkar hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya
negara hukum Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 14 tahun 1970
"Penyelenggaraan kekuasaan kehakimam tercantum dalam
pasal 1, diserahkan kepada badan-badan peradilsm dan di-
tetapkan dengan undang-undeng, dengan tugas pokok meneri-
ma, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya',

Ketentuan pasal 1 dan pasal 2 ayat 1 lndang-undang nomor
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14 tahun 1970 dapat disimpulkan bahwa untuk terselengga-
ranya negara hukum Republik Indonesia, Kekuasaan keha-
kiman harus merdeka berarti bebas dari pengarub kekuasaan
/kekuatan yang lainm,

Kekuasaap’kehakiman dilaksanakan melalui badan
Peradilan sesual dengan ketenfuan Undang-undang nomor 1L
tahun 1970,

Sistem peradilam sebagaimama ditetapkan dalam
Undang-undang nomor 14 tahun 1970, Kekuasaan kehakiman
dilaksanakan melalui empat macam peradilan yang mempunyal
kewenangam mengadili adalah :

l, Peradilan umum adalabk badan peradilan yang mempu-
nyal wewenang mengadili sengketa hukum di bidang
hukum pidana maupum hukum perdata bagi warga
negara pada umumnya;

2. Peradilan agama adalah badan peradilan khusus
yang mempunyai wewenang mengadili sengketa hukum
dalam pelaksanaan hukum Islam;

3+ Peradilan militer adalah badan peradilan yang
mempunyai wewenang khusus mengadili sengketa hukum
yang dllakukan oleh anggota Angkatam Bersenjata
Republik Indonesia berdasar hukum militer;

4o Pradilar tata usaha negara adalah badan peradilan
khusus yang mempunysl wewenang mengadili sengketa
hukur di%am.lingkungam administrasi (tata usaha)
negara,

Undang-undang ini mengatur adanya empat bentuk badan/
organisasi peradilan yang masing-masing mempunyai ling-
kungan wewenang mengadili dan meliputi badan peradilan
tingkat pertama dan banding,

Dalam melaksanakam sistem peradilam negara Indo-

nesia menurut Undang-undang nomor 14 tahun 1970, menya-
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\ cfn 1;Q;§'3
takan bahwa Mahkamak Agung adalah.pengaSZlam negara ter-
tinggl yang merupekan pengadilan tingkat akhir/kasasi .be~
gl semua lingkumgam peradilan serta melakukam pengawasan
terhadap pengadilam lain dalam semua lingkungan peradilam,

Ketentuan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 dan
rasal 13 Undang-undang nomor 14 tahum 1970, dapat disim-
pulkar bahwa selain Mahkamah Agung dan badan~badam pera-
dilan seperti tercantum dalam pasal 10 ayat 1 Undang-
undang nomor 14 tahun 1970, dalam hal-hal tertentu masih
dimungkinkan adanya lembaga pemutus lainmya,asal di-
bentuk berdasarkanm undang-undang.

Salah satu lembaga pemutus yang sekarang ada dan
mempunyai wewenang menyelesaikar sengketa/perselisihan
secara khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-undang
nomor 22 tahum 1957, adalah Panitia Penyelesaian Perseli-
sihan Perburuhan, untuk menyelesalkan perselisiham perbu-
ruhan yang telak diajukam kepadanya.

Dalam kenyataannya Panitia Penyelesalian Perseli-
sihan Perburuhan adalah lembaga yang melaksanakan tugas
kehakiman, yang berada di luar sistem peradilam di Indo-
nesla.

Sebagal lembaga pemutus, Panitia Penyelesaian
PerselisihaniPerburuhan tidak tunduk di bawah Mahkamah
Agung, baik secara organisatoris maupunm dalam menjalankan
tugasnya dalam bidang kehakiman., Keputusan P4D atau P4P
tidak dapat dimintakan kasasi pada Mahkamah Agung, melain~

kan untuk kasasl keputusam Panitia Penyelesaian Perseli~
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sihan Perburubaw harus diajukamn pada Menteri Tenega Kerja
dan Transmigrasi sebagali lembaga kasasi.
2 Kemungkinan Eksistensi Panitia Penyelesalan Perseli-

sihan Perburuhan pada Masa Mendatang

Hubungam Perburuhan Pancasila yang dirumuskan se-
bagai hubungan antara para pelaku dalam proses produksi
barang dam Jasa (buruh,pengusaha, pemerintah) yang di-
dasarkam pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
Bubunganm ini ada tiga prinsip atau tridarma yang menda-
sarl hubungan perburuhan Pamcasila, adalah :

J., prinsip rumongso handarbeni adalak prinsip merasa
ikut memiliki;

2s prinsip melu harungkepi adalah prinsip ikut mema-
jukan dan mempertahankan apa yang dirasa sebagai
milik bersama (prinsip ikut bertanggung jawab):

3. mulat sariro hangroso wani adalah prinsip mawas
diri biﬁ} semua pihak pelakw dalam hubungan perbu-
ruhan,

Secara teoritis prinsip-prinsip hubungan perburuhan
Pancasila melahirkan musyawarah untuk menyelesaikan per-
selisihan yang setiap waktu dapat terjadi.

Penyelesaian perselislihan secara musyawarah tidek
pernah digunakan (tidak efektif) terutama perselisiham
perburuhan yang menyangkut ketentuan-ketentuan Undang-
undang nomor 12 tahun 1964,

Lembaga pemutus untuk penyelesaian perselisihan
perburuhan adalab Panitia Penyelesaian Perselisihan

Perburuhan yang merupakan peradilan yang tidak berdiri

sendirl, melainkan tuduk dan bertanggung jawab pada Men=

Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN EMANUEL SUJATMOKO
DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA



ADLN - Perpu&@(aan Universitas Airlangga

teri Tenaga Kerja dan Transmigari yang juga mempunyal
hak "veto"l2 terhadap putusan Panitia Penyelesaian Per-
selisihan Perburuhan,

Dengan berlakunya.pasal 10 Undang-undang nomor 1li
tahun 1970, maka secara teori, status dan kedudukan Pani-
tia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan berada di luar
sistem peradilan di Indonesia, walaupun perselisihan per-
buruham pada prinsipnya masuk ruang lingkup hukum perdsata,

Dengan terbentuknya Panitia Penyelesaian Perseli-
sihan Perburukan sejak diundangkannya Undang-undang nomor
22 tahum 1957, Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuasaan
terhadap Panitia Penyelesaian Perselisiham Perburuhan,
sehingga masalah ini akam mempengaruhi status dan eksise
tensl Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dalam
sistem peradilan di Indonesia.

Terlepas dari masalak-masalak tersebut 8i atas
kehadirar Panitia Penyelesaiam Perselisihan Perburuban
di Indonesia sangat diperlukan bagi Masyarakat (buruh dan
pengusaha) untuk menyelesalkan perselisihan perburuhan
yang akhir-aklir ini banyak diajukan pada P4D atauP4P,
Dari ketentuan pasal 13 dan pasal 14 ayat 1 Undang-undang
nomor 14 tahun 1970, dapat disimpulkan bahwa Panitia
Penyelesaian Perselisiham Perburuhan sebagai lembaga pe-
mutus tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili
perselisihan perburuhan yang diajukan dengan dasar hukum

atau tidak dengan dasar hukum, wajib untuk memeriksa dan

mengadilinya.
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BExsistensi Panitia Penyelesaian Perselisihan Per-
buruhan pada masa mendatang tetap dipertahankan mengingat
banyaknya perkara/perselisihan perburuhan yang diajukan
pada P4D maupun P4P dan mekinm seringnya lembaga ini mela-
kukan persidangan dalam pemeriksaam perselisihan perburuh-
ante

~/Dengan.dike1uarkannya surat edaran Mahkamah Agung
nomor 1 tahum 1980, perihal Pelaksanaan putusan~putusan
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuham, memperje-
las ekmistensi Panitia Penyelesaian Perselisihan Perbu-~
ruhan sebagai lembaga pemutus.

Angka 5 (1lima) huruf b surat edaran Mahkamah Agung
menyatakan bahwa Pengadilan tidak bertindak selaku hakim
banding terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perseli-
siham Perburuhan yang bersangkutan, maka pengadilam
tidak boleh menilai kebenaram isi (materi) dari putusan.

Angka 6 (enam) surat edaran Mahkamah Agung ini me-
nentukan bahwa yang berhak mengajukan fiat eksekusi ada-
lah pihak yang dimenangkan dalem putusan Panitia Penye-
lesalan Perselisihan Perburuhan yang bersangkutan,

Ketentuan di atas dapat disimpulksm bahwa Penga-
dilan negeri dalam memberiken fiat eksekusi hanya merus
pakan lembaga pengesaham terhadap putusan Panitia Penye-
lesalanm Perselisihan Perburubam, supaya putusan itu dapat
segera dijalankanm olebh pihsk-pihalt yang bersengketa,
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13pasal 10 ayat 1, Undang~undang nomor 14 Th, 1970,
1l“Sukamno, Pembaharuan Gerakam Buruh Di Indonesia

Dan Hubugéam Perburuham Pancasila, cet LI, .
ung, 1960, h, »

15Henteri Perburuham dapat membatalkam atau menun-
da pelaksanaam suatu putusan P4P, jika tindakan demikian
ind dipandang perlu untuk memelihara ketertibam umum
sertg melindungi kepentingan negara., Pembatalan atau
penundaan pelaksanaan putusan tersebut setelah Menterd
Perburuhan berunding dengam Menteri-menteri yang kemen~
teriannya mempunyai wakil dalam PLP (pasal 17 ayat 1 dan
2 UT momor 22 tahum 1957).
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BAB TV
KESIMPULAN DAN SARAN

mpulan

Sejak ditetapkan Repelita sebagai landasan pem=~
bangunan negara Indonesia, maka secara berangsur-angsur
berdirilah beberapa pabrik di berbagai tempat di Indonesia,
Berdirinya pabrik yang begitu pesal membawa pengaruh ter=-
serapnya tenaga kerja sebagai salah satu faktor dalam pro-
ses produksi, sekingga menimbulkan kewajibam negara untuk
mengadakan perlindungan terhadap tenaga kerja {(buruh)
agar perselisiham perburuham tidak berlarut-larut yang
terjadl antara pihak pengusaha dengan buruh,

Perlindungan oleh negara telah dilakukan dengan
dibentuknya Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburyhan
yang mempunyai tugas menyelesaikan perselisihan perburuh-
ale

Secara historis panitia ini telah beberapa kali
mengalami perubaham peraturam perundang-undangan yang
menjadi dasar berdirinya Panitia Penyelesalan Perselisih=-
an Perburuhan, Perubahan ini membawa komsekwensi berubah-
nya susunan keanggotaam Panitia Penyelesalan Perselisihan
Perburuhan yang hampir sama dengam keanggotaan '"Dewan
pendamai™ bagli perselisihan perburuhan kereta api dan
trem di Indonesia pada waktu penjajahan Hindia Belanda
(Stb 1937 nomor 31, Stb 1937 nomor 624) yang terdiri dari
unsur pengusaha (pemerintah), kalangan buruh, dan kalangan

29
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pengusaha.

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan se-
bagal lembaga pemutus yang memenuhi unsur-unsur peradil-
an sebagaimana dikemukakan pada bab II, mempunyal kewe-
nangan memutus sengketa/perselisihan perburuhan berdasar
Undang-undang nomor 22 tabhun 1957 dan Undang-undang nomor
12 tahun 1964,

Tata cara penyelesaian perselisihan perburuhan
dapat dibedaksn menjadi dua bidang adalah perselisihan
hak dan perselisihan kepentingam,di mana perselisihan hsak
masuk wewenang Pengadilam Negeri, dan perselisihan kepen-
tingan masuk wewenang Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan,

Untuk menjalankam keputusan panitia ini, pihak
yang dimenangkan harus minta fiat eksekusi pada Pengadil~
an Negeri yang wilayahnya meliputi pihak-pihak yang ber-
selisih bagi putusam P4D, untuk putusan PLP fiat ekseku-
s1 harus dimintakan pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat.
Menurut pengalaman dari sejak adanya perselisihan sampai
adanya putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perbu-
ruhan dapat memakan waktu bukan hanya berbulan-bulan,
bahkan kadang-kadang sampal satu tahum, Kemudian untuk
mengajukan fiat eksekusiipada pengadilan negeri juga mem-
butuhkam waktu yang tidak sedikit, Dalam tenggamg waktu
itulak yang menjadi bebam yang sering menekan bagi pihak
burub. Demikiam juga dengan kedudukam Menteri Tenaga Ker-

ja dan Transmigrasi dalam hubungan kerja dengan Panitia
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Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sangat menonjol, di
mana Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dalam
menjalankan tugasnya bertanggung jawab pada Menteri Tena-
ga Kerja dan Transmigrasi yang juga mempunyai hek veto
terhadap putusan Panitia ini,

Dalam sistem peradilan di Indonesia yang diatur
berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 1970, Panitia
Penyelesalan Perselisihan Perburuhan berada di luar sis-
tem peradilam di Indonesia, Namum eksistensi Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dapat berlangsung
terus berdasar pada pasal 13 Undang-undang nomor 14 ta=
hun 1970, yang dipertegas dengan surat edaran Mahkamah
Agung nomor 1 tahun 1980 perihal Pelaksanan Putusan Pani-

tia Penyelesalan Perselisihan Perburuhan,

Saran-saran

1, Dalam hal sudah direalisirnya pasal 10 ayat 1
Undang=-undang nomor l4i4 tahun 1970, maka Panitia Penyele-
salan Perselisihan Perburuhan dapat dipertahankan eksis-
tensinya sebagal aparatur yang berwenang memutus perseli-
sihan perburuhan, Untuk mempertahankan eksistensi badan
tersebut, sebaiknya keanggotaan Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan mempunyai sifat yang permanen
dan dipisahkan kegiatannya dengan Departemem Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, sehingga Panitla Penyelesaian Perseli-
sihan Perbufuhan menjadi badan/lembaga non departemental
yang berdiri sendiri,
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Maka sudah tentu dasar hukum yang mendasari ber-
dirinya badan/lembaga ini perlu diganti atau diubah men-
jadi suatu. badan nom departemental, yang di samping se-
bagal badan yang mempunyal fungsi sebagai lembaga pemutus
dalam perselisiham perburuhan, juga membantu: Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam masalah penutusan
hubungan kerja di perusahaan swasta berdasarkan ketentuan
Pndang-undang nomor 12 tahun 1964,

2o Dalam mempertahankan eksistensinya sebagai lem-
baga pemutus perlu direalisir pasal 13 Undang-undang no-
mor 14 tahunr 1970, di mana Panitia Penyelesaian Persgell-
sihan Perburuhan merupakan peradilan khusus yang mempu-
nyai kekuatan memaksa putusannya tanpa fiat eksekusi
Pengadilan Negeri,
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